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ABSTRAK 

Setelah reformasi salah satu kesepakatan mengamandemen Undang-

undang Dasar 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Akan 

tetapi disisi lain digunakan juga sistem multipartai yang akibatnya tidak ada partai 

politik yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Oleh karena tidak adanya 

partai yang menguasai perolehan suara diparlemen, maka diperlukan koalisi agar 

dapat membentuk pemerintahan yang kuat. Akan tetapi koalisi tersebut sangat 

rapuh karena koalisi untuk kepentingan sesaat tanpa meperhatikan kesamaan 

ideologi. Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem 

multipartai dinilai tidak menghasilkan efektivitas pemerintahan karena berpotensi 

memunculkan presiden minoritas atau dalam arti eksekutif dan legislatif dikuasai 

oleh dua kelompok yang berbeda dan  berpotensi menghasilkan legitimasi 

demokrasi ganda antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama dipilih oleh 

rakyat. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme rekayasa 

untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial dengan cara 

menyederhanakan partai politik dengan cara demokratis dan tanpa diskriminatif. 

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library 

research) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Jenis pendekatan yang 

digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum kemudian 

dijelaskan. Sumber bahan primer penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar 

1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang partai politik dan 

pemilihan umum. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan  buku 

dan jurnal yang berkaitan dengan penyederhanaan partai politik. Penelitian ini 

menggunkan teori negara hukum dan teori demokrasi dalam menganalisis 

peneltitian. 

Sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan sistem multipartai 

menghasilkan pemerintahan yang rapuh karena tidak ada partai politik yang 

menguasi parlemen untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Oleh karena 

itu diperlukan suatu mekanisme penguatan sistem presidensial untuk membuat 

pemerintahan yang efektif dengan menggunakan penyederhanaan partai politik. 

Mekanisme penyederhanaan partai politik tersebut melalui syarat pendirian partai 

politik sebagai badan hukum, partai politik untuk dapat mengikuti pemlihan 

umum, ambang batas suatu partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di 

parlemen (parliamnetary threshold) dan ambang batas suatu partai politik untuk 

dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden (presiden threshold). 

Kata Kunci: Penyederhanaan Partai Politik, Presidensial, Pemerintahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem multipartai yang dikembangkan di Indonesia dalam sistem 

pemerintahan presidensial tidak implementatif dengan desain konstitusional. 

Salah satu buktinya adalah sistem multipartai yang terbukti tidak mampu 

mengahasilkan lembaga legislatif yang solid karena perolehan kursi di DPR 

terdistribusi oleh banyak partai politik dengan kepentingan politik dan 

ideologi yang berbeda-beda. Konsekuensinya, apabila presiden tidak mampu 

memperoleh kursi mayoritas di DPR, maka harus menempuh koalisi besar 

partai politik besar di parlemen guna mengamankan kebijakan-kebijakannya.
 

1 Untuk mendukung perolehan suara di DPR dan  mengurangi koalisi yang 

rapuh, maka diperlukan mekanisme untuk menguatkan sistem pemerintahan 

presidenisal yang tidak terlalu banyak kompromi dalam pengambilan 

kebijakan. 

Salah satu mekanisme untuk menguatkan sistem pemeritahan 

presidensial tersebut dengan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan 

partai politik  di Indonesia dalam sejarahnya telah dimulai sejak 

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno 

membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dengan mengganti 

                                                           
1
 Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan  

Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial, (Malang: Setara 

Press,2016),hlm.1. 
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DPR-GR, mengabaikan pelaksanaan pemihan umum yang sedianya akan  

dilaksanakan pada tahun 1960, mengeluarkan regulasi penyederhanaan partai 

dengan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 dan regulasi tentang pengakuan, 

pengawasan dan pembubaran partai politik dengan mengeluarakan Penpres 

Nomor 13 Tahun 1960. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini hanya diakui 10 

partai politik yakni: Partai Nasionalis Indonesia, Nahdotul Ulama, Partai 

Komunis Indonesia, Partai Katholik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai 

Syarikat Islam Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, 

Persatuan Tarbiyah Islamiyah,dan Partai Kristen Indonesia. Pada masa ini 

juga dilakukan pembubaran Partai Masyumi  dengan dikeluarkannya Keppres 

Nomor 200 Tahun 1960 dan dibubarkannya Partai Sosialis Indoensia dengan 

Keppres Nomor 201 tahun 1960 karena dianggap telibat pemberontakan 

PRRI/Permesta.
2
 Penguatan sistem pemerintahan presidensial pada masa ini 

dengan pembubaran partai politik tanpa menggunakan proses peradilan 

dianggap tidak demokratis. 

Kemudian awal Orde Baru, penyederhanaan partai poltik dimulai 

dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Partindo  serta dengan  

menurunnya pengaruh Partai Nasionalis Indonesia merupakan kemunculan 

dari lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Partai Komunis 

Indonesia dibubarkan dengan Keppres Nomor 1/3/1966 dengan dikukuhkan  

ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 karena dituduh terlibat dalam 

peristiwa G30S/PKI 1965, sedangkan Partindo dibekukan karena  dianggap 

                                                           
2
 Muchamamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik 

Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Press,2011),hlm.169.  
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memiliki kedekatan dan memberi dukungan terhadap program-program PKI.  

Salah satu kebijakan dalam bidang politik dengan mengeluarkan TAP MPRS 

Nomor XXII Tahun 1966 yang mensyaratkan pembaharuan politik. 

Penyederhanan partai politik tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai, 

tetapi yang lebih penting adalah untuk perombakan program kerja menuju 

orientasi program.
3
 

Pembaharuan dalam bidang politik sangat menonjol  pada masa Orde 

Baru dengan melakukan mengelompokkam jumlah partai politik menjadi dua 

kelompok partai dan golongan karya. Kelompok Persatuan Pembangunan 

yaitu kelompok spiritual material yang menitikberatkan program-programnya 

pada pembangunan spiritual akan tetapi tidak mengabaikan pembangunan 

material (meliputi: Nahdotul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai 

Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang selanjutnya 

akan membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok 

Demokrasi Pembangunan yaitu kelompok material spiritual yang 

menitikberatan pada pembangunan material akan tetapi tidak mengabaikan 

pembangunan spiritual (meliputi Partai Nasionalis Indoensia, Musyawarah 

Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Katholik 

dan Partai Kriten Indonesia:) yang selanjutnya akan membentuk Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian Golkar yang disebut organisasi 

kekaryaan bukan sebagai partai politik, meskipun hakekat Golkar adalah 

                                                           
3
 Ibid.hlm.201. 
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Partai Politik.
4
 Pada masa ini, penyederhanaan partai politik terkesan 

dipaksakan yang kemudian dilegitimasi dengan UU Partai Politik dan Golkar. 

Reformasi pada tahun 1999 memberikan pengaruh yang sangat besar 

pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengaruh tersebut berasal 

dari perubahan konstitusi kenegaraan melalui amandemen Undang-undang 

Dasar 1945. Salah satu semangat perubahan Undang-undang dasar 1945 

adalah memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Semangat 

amandemen Undang-undang Dasar 1945 salah satunya ditandai dengan 

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang pada 

masa sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris dari rakyat. Setelah terjadinya 

reformasi hingga saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan 

umum presiden dan wakil presiden sebanyak 3 (tiga kali),yaitu 2004,2009 

dan 2014. 

Reformasi juga ikut merubah sistem kepartaian yang ada di Indonesia 

yang menimbulkan euforia yang berlebihan dari masyarakat. Salah satu 

buktinya yakni terdapat 141 partai politik yang terdaftar di Departemen 

Kehakiman dan setelah diverifikasi hanya 48 partai yang layak dapat 

mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 dan sejak saat itu Indonesia 

menganut sistem pemerintahan dengan multi partai.
5
 Akan tetapi sistem multi 

                                                           
4
 Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori dan  Praktik di Indonesia, (Yogyakarta: Institute 

For Democrasi and Welfarism,2011),hlm.154. 

 
5
 Ibid.hlm.182. 
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partai yang mengakomodir kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan 

berpendapat memunculkan permasalahan disisi lain.  

Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem 

multipartai dinilai tidak terlalu ramah menghasilkan efektivitas pemerintahan 

karena berpotensi memunculkan presiden minoritas atau dalam arti eksekutif 

dan legislatif dikuasai oleh dua kelompok yang berbeda (divided goverment) 

dan  berpotensi menghasilkan legitimasi demokrasi ganda (dual demokratic 

legitimacy) antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama dipilih oleh 

rakyat.
6
 Pendapat tersebut didukung oleh Scott Mainwaring yang menyatakan 

bahwa sistem pemerintahan presidensial secara bersamaan lebih rentan 

munculnya pemerintah minoritas dan cenderung immobilism. Menganut 

sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai sebagai suatu sistem 

bernegara juga akan menghasilakan deadlock dan divided goverment.
7
 

Upaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif dan stabil 

dengan menggunakan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dapat 

dilakukan melalui rekayasa kehidupan politik melalui hukum. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Rescoe Pound dalam studi politik hukum, Mahfud 

menyatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa 

perkembangan masyarakat termasuk kehidupan politiknya (law is a tool of 

                                                           
6
 Hendra Sunandar, “Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai Di Indonesia (Studi 

atas Divided Goverment dalam relasi Eksekut if-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf 

Kalla)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,(2015), hlm.1.  

 
7
 Arlend Lijhpart, Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial, (Jakarta :Raja 

Grafindo,1955).hlm.19. 
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social enginering).
8
 Kemudian Sacipto Raharjo juga menyatakan politik 

hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (Ius Contituendum).
9
 

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan 

efisien dengan menggunakan sistem multipartai sederhana, maka diperlukan 

penyederhanaan partai politik dengan memperhatikan hak-hak konsitusional 

warga negara, dapat diterima oleh akal pikiran dan tidak membedakan antara 

warga negara serta dilakukan menurut peraturan yang berlaku.  

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis tertarik untuk 

membahas sebuah  penelitian yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik 

Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan partai politik 

melalui pembatasan pendirian partai politik ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang cara 

penyederhaan partai politik yang secara konstitusional menurut Undang-

Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Berikut ini 

                                                           
8
  Mahfud. MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama 

Media,1999), hlm. 70. 

 
9
 Abdul Latif dan H. Hasbi, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.23. 
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merupakan beberapa tujuan yang secara khusus diharapakan bagi 

penyusun,yaitu: 

1. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai Untuk mengetahui mekanisme 

penyederhaanaan partai melalui pembatasan persyaratan pendirian 

partai politik  di Indonesia. 

2. Kegunaan 

Kegunaan dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang 

partai politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan 

sistem kepartaian di Indonesia. 

c. Menambah referensi yang berfungsi sebagai informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka  mendukung penelitian dan agar tercapai tujuan dalam 

penelitian, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang 
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mempunyai relevansi terhadap penyederhanaan partai politik terhadap 

penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. 

Adapun karya-karya yang dijadikan sumber rujukan diantaranya sebagai 

berikut: 

Skripisi Retanisa Rizqi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “ 

Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia Prespektif 

Siyasah Syar’iyah”. 
10

 Skripsi ini menemukakan bahwa sistem multipartai di 

Indonesia telah menyebabkan instabilitas pemerintahan, mereduksi hak 

preogratif presiden serta partai politik hanya mengincar sebuah kemaslahatan 

demi partainya sehingga partai politik yang pada awalnya untuk menampung 

aspirasi masyarakat dikesampingkan. Konsep tersebut tidak sesuai dengan 

konsep  Siyasah Syar’iyah yang menginginkan sebuah pemerintahan untuk 

kemaslahatan manusia sesuai syara’ dengan pemerintah membuat kebijakan 

politik yang mengacu kemaslatan manusia yang tidak bertentangan dengan 

dasar-dasar agama. Adapun dalam penelian ini memfokuskan mekanisme  

penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan  agar 

tercapai kemaslahatan rakyat dengan kebijakan pemerintahan yang efektif dan 

efisien dengan pola sistem multipartai sederhana dalam kerangka sistem 

pemerintahan presidensial. 

                                                           
10

 Retanisa Rizqi, “ Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia 

Prespektif Siyasah Syar’iyah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2017). 
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Skripsi Arif Permana Putra, mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan yaang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik di 

Indonesia Tahun 1960”.
11

 Skripsi ini menjelaskan tentang fokus penelitiannya 

adalah penyederhanaan partai politik tahun 1960 dan pengaruh 

diberlakukannya penyederhanaan partai  terhadap stabilitas  politik di 

Indonesia. Beberapa kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah 

penyederhaan partai pada masa 1960 sebagai upaya menciptakan stabilitas 

politik masa demokrasi terpimpin dan dengan penyederhanaan tersebut 

terkesan semu karena partisipasi kekuatan politik tidak berfungsi sebagaimana 

seharusnya. Adapun dalam penelitian ini lebih memfokuskan relasi 

penyederhanaan partai politik  dengan penguatan sistem pemerintahan  

presidensial pada masa setelah reformasi melalui berbagai kajian perundang-

undangan. 

Tesis Luthfi Aji Asmoro, mahasiswa Universitas  Islam Indonesia 

Yogyakarta Program Pascasarjana Magister Fakultas Hukum yang berjudul “ 

Implikasi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di 

Indonesia.
12

 Tesis ini menjelaskan dinamika penerapan sistem pemerintahan 

presidensial dengan menerapkan sistem penerapan multipartai dari awal 

kemerdekaan sampai pasca reformasi dalam salah satu pembahasannya dimuat 

                                                           
11

 Arif Permana Putra, “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”,Skripsi 

Universitas Sebelas Maret (2009). 
12

 Luthfi Aji Asmoro “Implikasi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan 

Presidensial Di Indonesia)”. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2009). 
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hubungan pemilihan umum multipartai dengan sistem presidensial dan 

pembentuan kabinet dalam sistem multi partai. Adapun penelitian ini hanya 

memfokuskan pada penyelesain sistem pemerintahan presidensial dengan 

sistem multipartai dengan mekanisme penyederhanaan partai politik. 

Tesis Rika Anggraini,Mahasiswa Universitas Indonesia Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan fakultas Hukum yang 

berjudul “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju 

Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi, 1988-2014”.
13

 

Tesis ini menjelaskan tentang kebijakan penyederhanaan partai politik dari 

pembentukan persyaratan partai politik sebagai badan hukum, partai politik 

sebagai peserta pemilihan umum dan persyaratan ambang batas suara bagi 

partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan 

Rakyat. Adapun penelitian ini menambahkan dari tesis tersebut dengan 

persyaratan partai politik dapat mengajukan presiden dan wakil presiden dan 

keadaan yang berbeda karena pemilihan pada 2019 akan dilaksanakan secara 

serentak antara pemilihan presiden dan legislatif. 

Skripsi Wira Harri Tama, mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Yang berjudul “Urgensi 

Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di Indonesia Melalui 

Peraturan Perundang-undangan”.
14

 Skripsi ini menjelaskan alasan mengapa  

                                                           
13

 Rika Anggraini, “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju 

Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi,1988-2014”. Tesis Universitas 

Indonesia (2013). 
14

 Wira Harri Tama, “Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di 

Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan”. Skripsi Universitas Islam Indonesia (2013). 
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diperlukan penyederhanaan partai politik pada era reformasi dengan sistem 

multi partai sederhana demi mewujudkan sistem pemerintahan presidensial 

yang kuat, stabil dan efektif serta upaya perbaikan peyelenggaran pemilihan 

umum untuk semakin memperdalam dan mematangkan spirit demokrasi di 

Indonesia dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun 

dalam penelitian ini memfokuskan pengaturan perundang-undangan dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait yang menguatkan legitimasi serta 

keadaan yang berbeda karena pemilihan pada 2019 akan dilaksanakan secara 

serentak antara pemilihan presiden dan legislatif. 

E. Kerangka Teoretik 

Landasan teori yang digunakan dalam  menganalisis penyederhanaan 

partai politik adalah teori negara hukum, teori demokrasi dan teori partai 

politik. 

1. Teori Negara Hukum 

Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri 

diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.  

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi 

warga negaranya dan sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan pada 

rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang 

baik. Bagi Aristoteles, memerintah dalam sebuah negara bukanlah 

manusia dalam sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan 
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penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan 

saja.
15

 

Konsep negara hukum didunia dibagi menjadi dua yakni rule of 

law dan rechtsstaat. Menurut A.V Diccey, the rule of law berarti 

bahwa kekuasaan tidak bersifat seweng-wenang sehingga individu 

memiliki kepastian perlindungan hukum atas hak privatnya 

berhadapan dengan pemerintah. The rule of law meliputi tiga makna 

yakni: 

a. Supremasi hukum yakni tidak ada kesewenangan sehingga 

seorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum; 

b. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat 

biasa maupun pejabat, ini berarti tidak ada orang yang 

diatas hukum; 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan 

keputusan pengadilan.
16

 

Konsep rechsstaat menurut Friedrich Julius Stahl 

mengemukan unsur-unsur yang harus ada dalam negara hukum 

yaitu: 

a. Perlindungan hak asasi manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan unutk menjamin 

hak-hak itu; 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
17

 

Menurut Jimly Asshiddiqie, suatu negara dapat dikatakan 

sebagai negara hukum apabila memiliki unsur sebagai berikut: 

                                                           
15

 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Bakti,1998),hlm.153. 

 
16

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press,2013),hlm.82-83. 

 
17

 Janedjri M.Gaffar,  Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: 

Konpress,2013),hlm.55. 
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a. Supremasi hukum; 

b. Persamaan dalam hukum; 

c. Asas legalitas (Due Procces Of Law); 

d. Pembatasan kekuasaan; 

e. Organ-organ penunjang yang independen; 

f. Peradilan bebas dan tidak memihak; 

g. Mahkamah Konstitusi; 

h. Perlindungan hak asasi manusia; 

i. Bersifat demokratis (Democratische rechtsstaat); 

j. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara 

(Welfare Staat); 

k. Transparansi dan kontrol Sosial.
18

 

 

2. Teori Demokrasi  

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata ” demos” yang berarti 

rakyat atau penduduk suatu tempat dan “kratos” yang berarti  

kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut memiliki arti 

suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya 

kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam 

keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan 

kekuasaan oleh rakyat.
19

 Kermudian menurut  Janedjri  M. Gaffar 

bahwa demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan yaitu bahwa 

setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam 

pemerintahan. Oleh karena  itu, setiap warga negara sejatinya memilii 

kekuasaan yang sama untuk memerintah.
20

 

                                                           
18

 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: Bhuana Ilmu 

Populer,2009),hlm.397. 
19

 Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia”,Jurnal 

Cakrawala Hukum,Vol. 6:1 (Juni 2015),hlm. 91. 

 
20

  Janedjri  M. Gaffar,  Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, hlm.1. 
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Dalam perkembangannya yang digunakan adalah demokrasi 

perwakilan karena pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah 

yang tidak dimungkinkan rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan 

aspirasinya secara langsung. Didalam gagasan demokrasi perwakilan 

kekuasaan tertinggi tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-

wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.
21

  

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih perwakilannya untuk 

membuat keputusan sesuai dengan kepentingannya. Setiap beberapa 

tahun pemilihan umum diselenggarakan dan rakyat mendapatkan 

kesempatan untuk memilih perwakilannya. Fungsi pemerintahan 

dalam demokrasi perwakilan ini dialihkan dari warga negara kepada 

organ-organ negara melalui pemilihan umum. 

3. Teori Partai Politik 

Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan 

politik. Carl Friedrich memberikan batasan partai politik sebagai 

kelompok manusia yag terorganisikan secara stabil dengan tujuan 

untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan 

bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan 

memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.
22

 

                                                           
21

  Mahfud Md, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama 

Media,1999),hlm.5. 
22

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148. 
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Dalam bukunya Ecnomie et Societie, Max Weber memberikan 

definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah 

organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya 

berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk 

mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.
23

 

Dalam buku Mengenal Ilmu Politik, partai politik adalah salah satu 

mekanisme utama yang menghubungkan pemilih dengan institusi 

pemerintahan. Selain itu, partai politik juga berurusan dengan 

keberlanjutan dari masyarakat dan memfokuskan diri pada perilaku 

dan pilihan pemilih, serta memainkan peran utama seperti penomasian 

calon untuk jabatan politik tertentu dan mengorganisasikan dan 

mendanai kampanye pemilu.
24

 

Sedangkan partai politik menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “Partai 

Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

                                                           
23

 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di 

Era Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 66. 
24

 Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, (Jakarta: PT Kompas Media 

Nusantara),2015,hlm.128. 
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berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penulisan ini,penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitan kepustakaan (library 

research) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research 

merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya.
25

 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah 

yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum 

utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum 

serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penyederhanaan partai politik. 

 

                                                           
25

 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika,1996),hlm.17. 
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3. Sumber Bahan 

a. Bahan Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mencangkup seperangkat peraturan perundang-undangan. 

Adapun bahan primer yang digunkan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

2) UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik 

3) UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan 

Umum 

4) UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik 

5) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 

6) UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

7) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 

8) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 

9) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 

10) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum 
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b. Bahan Sekunder 

Bahan  hukum yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap hukum primer. Buku yang terkait dengan 

diantaranya yaitu: Kosntitusionalitas Penyederhanaan Partai 

Politik: Pengaturan  Penyederhanaan Partai Politik Dalam 

Demokrasi Presidensial (Kuswanto), Pembubaran Partai 

Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubran Partai Politik 

dalam Pergulatan Republik( M.Ali Safa’at), Pengantar Ilmu 

Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar 

Demokrasi (Jimly Asshiddiqie), Demokrasi dan pemilu Di 

Indonesia (Janedjri M. Ghaffar), Partai Politik Teori dan 

Praktik di Indonesia (Sigit Pamungkas),dan lain-lain. 

c. Bahan Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya Ensiklopedia, 

Kamus Bebas Bahasa Indonesia dan lain-lain. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika ini akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan isi 

skripsi yang terdiri dari: 
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Bab pertama berisi penyusun akan menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika yang digunakan dalam 

penyederhanaan partai politik. 

Bab kedua berisi penjelasan tentang sistem kepartaian secara umum. 

Kemudian sistem kepatain yang digunakan di Indonesia setelah terjadi 

reformasi.. 

Bab ketiga menjelaskan sistem pemerintahan secara universal. Kemudian 

akan membahas lebih spesifik tentang sistem pemerintahan presidensial yang 

dianut di Indonesia pasca reformasi. 

Bab keempat mekanisme penyederhanaan partai politik melalui 

pembatasan pendirian partai politik dalam rangak menciptakan sistem 

pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.  

Bab kelima kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yanng 

ingin diselesaikan oleh penyusun dan saran yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi penyederhanan partai kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan pada sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Sistem pemerintahan presidensial sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya 

partai atau koalisi partai mayoritas. Probelematik Sistem presidensial pada 

umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Keadaan 

itu dapat lebih buruk lagi  dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang 

relatif  tinggi. Presidensialisme dan sistem multi partai merupakan kombinasi 

yang sulit yang membuka peluang terjadinya deadlock  dalam relasi eksekutif 

dan legilatif yang berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. 

Upaya untuk menyederhanakan partai politik sangat diperlukan jika 

Indonesia bermaksud menerapkan penguatan sistem presidensial. Oleh karena 

itu diperlukan mekanisme pengaturan yang menyebabkan jumlah partai itu 

secara alamiah tanpa adanya larangan atau pembatasan yang bersifat 

demokratis dan diskriminatif. Penyederhanaan partai politik tersebut harus 

disesuaikan dengan sistem pemerintahan presidensial yang ditempatkan 

sebagai kebijakan negara dengan tolak ukur prinsip-prinsip hukum yaitu hak 

asasi manusia dan demokrasi. 
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Penyederhanaan parta politik mengandung makna esensisi yaknil 

pengurangan salah satu sistem pendukung dalam demokrasi sebagai sarana 

partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan. Tidak solidnya 

pemerintahan yang ditimbulkan oleh banyaknya partai politik karena 

kegagalan dalam menghasilkan konsensus dalam kebijakan umum harus 

dicegah supaya kepentingan rakyat terpenuhi maka penyederhanaan partai 

politik tidak bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan mekanisme penyederhanaan partai politik dalam rangka 

penguatan sistem pemerintahan preisdensial sebagai berikut: 

a. Persyarat pendirian partai politik sebagai badan hukum. 

b. Peningkatan persyaratan suatu partai politik untuk dapat mengikuti 

pemilu. 

c. Menyederhanakan partai politik diparlemen dengan menggunakan 

mekanisme electoral threshold dan parliamentary threshold. 

d. Konsistensi penggunaan persyaratan partai politik atau gabungan 

partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil 

presiden dengan menggunakan presiden threshold. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut diatas, maka ada beberapa 

saran yang dapat penyusun berikan yaitu: 

a. Meningkatkan persyaratan pendirian dan  kepengurusan partai 

politik menjadi seluruh provinsi, 100% kepengurusan di kabupaten 
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dalam setiap provinsi dan 100% kepengurusan di kecamatan dalam 

kabupaten agar partai politik tersebut mengakar kuat di  

masyarakat. 

b. Meningkatkan parliamentary threshold yang saat ini 4% menjadi 

6-7,5% agar partai politik diparlemen tidak banyak dan kebijakan 

lebih efektif dan efisien. 

c. Membuat Kodifikasi undang-undang pemilu yang lebih sempurna 

agar tidak setiap akan pemilu  undang-undang dirubah dan selalu  

dilakukan judicial review. 
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